
BUPATI BLITAR 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR 

NOMOR 2 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 

NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang: 

Mengingat: 

BUPATI BLITAR, 

a. bahwa kewenangan daerah dalam menyelenggarakan

pendidikan menengah berubah dari kewenangan daerah

kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi;

b. bahwa ketentuan tentang sekolah bertaraf intemasional

dalam Undang-Undang yang menjadi dasar pembentukan

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan dinyatakan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah

Konstitusi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 8 Tahun 2010 ten tang Penyelenggaraan

Pendidikan.

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan

Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor

41), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang
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19. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama

(SMP) yang diselenggarakan oleh Daerah.

20. Sekolah Swasta adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah

Pertama (SMP), yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

21. Madrasah adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah

(MTs).

22. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah

suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir

sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan

dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan

dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

23. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu

bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang

menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat)

tahun sampai 6 (enam) tahun.

24. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disebut RA dan Bustanul Athfal

yang selanjutnya disebut BA adalah salah satu bentuk satuan PAUD

pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program

pndidikan keagamaan Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai

dengan 6 (enam) tahun.

25. Taman Pendidikan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah

satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal yang

menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program

pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai

dengan berusia 6 (enam) tahun.

26. Kelompok Bermain yang selanjutnya disebut KB adalah salah satu

bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal yang

menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan

bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.

27. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang

pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD), dan

Madrasah Ibtidaiyah (Ml), atau bentuk lain yang sederajat serta

Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs),

atau bentuk lain yang sederajat.

28. Sekolah Dasar selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk

satuan pendidikan formal yang menyelenggarak.an pendidikan

umum pada jenjang pendidikan dasar.
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29. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu

bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan

pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang

pendidikan dasar didalam binaan Menteri Agama dan Pemerintah

Daerah.

30. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah

salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan

pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan

dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.

31. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah

satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan

pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang

pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang

sederajat di dalam binaan Menteri Agama dan Pemerintah Daerah.

32. mhapus.

33. Dihapus.

34. l)j,hapus.

35. Dihapus.

36. Dihapus.

37. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan

berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar.

38. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan

formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

39. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan

lingkungan.

40. Dihapus.

41. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta

didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang

terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan

tidak mampu dari segi ekonomi.

4 2. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan dasar dan 

menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan 

kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, 

sosial, dan budaya masyarakat daerah setempat. 

43. Dihapus.

44. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus

diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah

dan Pemerintah Daerah.
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j. Pendidikan Layanan Khusus;

k. dihapus;

1. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

m. Anggaran Pendidikan

n. Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi;

o. Ujian Sekolah dan Ujian Nasional; dan

p. Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah, Komite PNFI, dan

Peran Serta Masyarakat.

4. Ketentuan ayat (1) diubah, kententuan ayat (2) Pasal 14 huruf c, huruf

d, dan huruf f diubah, dan huruf e, huruf g, dan huruf h dihapus, serta

huruf k diubah, dan ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e diubah, serta

setelah huruf e ditambah satu huruf yaitu huruf ee sehingga Pasal 14

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14 

( 1) Setiap satuan pendidikan yang akan memperoleh izin sebagaimana

diatur dalam Pasal 13 ayat ( 1) dan ayat (3) mengajukan permohonan

kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan.

(2) Syarat-syarat untuk memperoleh 1Z1n pendirian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 meliputi :

a. kurikulum dan silabus;

b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan

minimal sesuai dengan rasio;

c. jumlah peserta didik untuk Pendidikan Anak Usia Dini paling

sedikit 15 anak didik/ rombel;

d. jumlah peserta didik untuk SD/ Ml paling sedikit 20 anak

didik/ rombel

e. dihapus;

f. jumlah peserta didik untuk SMP/MTspaling sedikit 20 anak

didik/ rombel;

g. dihapus;

h. dihapus;

1. sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya

kegiatan pembelajaran sesuai dengan standar pelayanan

minimum pendidikan;

J. sumber pembiayaan untuk kelangsungan program;
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6. Ketentuan ayat (2) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 27 

(1) Pengelolaan pendidikan didasarkan pada kebijakan nasional bidang

pendidikan sesuru dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan.

(2) Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya menyelenggarakan satu

satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal pada jenjang

Pendidikan Anak U sia Dini, dan Pendidikan Dasar yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Masing-masing satuan pendidikan mengelola dan

menyelenggarakan program pembelajaran menurut jenis, JenJang

dan tujuan institusionalnya masing-masing dengan mengacu

kepada Standar Pelayanan Minimum dan prinsip Manajemen

Berbasis Sekolah.

(4) Setiap satuan pendidikan wajib memberikan layanan, pembelajaran

agama kepada peserta didik sesuai dengan agama yang dianutnya

dan diajarkan oleh pendidik yang seagama secara proporsional.

(5) Perencanaan program dan upaya penyediaan sumber daya,

prasarana dan sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dan (2) dilakukan masing-masing satuan pendidikan

bersama dengan Komite Sekolah/Madrasah.

(6) Dihapus

7. Ketentuan pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30 

( 1) Dinas yang tugasnya di bi dang penyelenggaraan pendidikan

menetapkan penggabungan sekolah se bagaimana dimaksud dalam

Pasal 29, apabila:

a. berdomisili sekolah satu halaman atau jaraknya kurang dari 3

(tiga) kilo meter;

b. jumlah murid tidak memenuhi jumlah paling sedikit 10 siswa per

rombongan belajar; dan/ atau

c. tidak memiliki kelas 1 baru.
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BAB XII 

PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS 

Bagian Kesatu 

Dihapus 

Pasal 45 

Dihapus 

Bagian Kedua 

Pendid.ian Khusus Bagi Peserta Didik yang Memiliki 

Potensi Kecerdasan dan/ atau bakat Istimewa 

Pasal 46 

( 1) Pendidikan Khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan

dan atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan

SD/MI, SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat.

(2) Program pendidikan Khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi

kecerdasan dan atau bakat istimewa dapat berupa

a. program percepatan;

b. program pengayaan; atau

c. gabungan program percepatan dan program pengayaan.

(3) Bentuk penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik

yang memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:

a. Kelas biasa;

b. Kelas inklusif;

c. Kelas khusus;

d. Satuan pendidikan khusus; dan/ atau.

e. Pelayanan pendidikan khusus yang terintegrasi dalam sistem satuan

kredit semester (SKS).
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Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah m1 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Blitar. 

Ditetapkan di Blitar 

pada,_tanggal  12 April 2016 

Diundangkan di Blitar 
pada,_tanggal 12 ;i,pril 2016 

���S DAERAH KABUPATEN BLITAR 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 NOMOR: 2/-m 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 02-2/2016 

BUPATI BLITAR

ttd

RIJANTO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

            ttd

PALAL ALI SANTOSO










